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MODERNISASI  DI KARESIDENAN TERNATE 1900-1942 

Jainul Yusup, S.S., M.Hum. 

 

Abstract 

Modernization is a historical phenomena that is rarely discussed. 

On the contrary it is actually important historically phenomenon. 

Modernization implies on changing in social pattern and 

behavior which enocourage to values changing. It was happened 

for modernization in Ternate Residency. Modernization changes 

various traditional social pattern and it had been foundation for 

modern Indonesia. Ternate’s early modernization consist of 

political and economy modernization. Colonial government’s 

centralization of politic and economic authority replace slowly 

traditional economically evolution to involve on global rapidly 

market. Colonial period in 1900-1942 is the begining for 

Indonesia’s changing. 
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PENDAHULUAN 

Modernisasi merupakan istilah yang hingga saat ini masih menjadi 

perdebatan. Terminologi modernisasi sendiri setidaknya memiliki makna 

beragam entah merupakan bagian dari filsafat kritis yang memaknainya 

sebagai rasionalitas ataupun bagian dari westernisasi yang mengikuti proses 

pembaratan terutama di dunia non Eropa. Akan tetapi, modernisasi sendiri 

membawa banyak pengaruh kepada sistem nilai dan praktis pada msayarakat 

non Eropa itu sendiri. Berbagai bentuk perubahan itu sendiri rupanya 

memiliki pengaruh mendalam bagi masyarakat non Eropa, bahkan hingga 

saat ini.. 

Artikel ini akan mengulas modernisasi yang terjadi di Maluku Utara 

pada periode colonial. Hal terpenting yang menjadi fokus dalam penelitian 

ini adalah bagaimana periode kolonial mampu membawa transformasi 

khususnya pada perubahan dari tradisionalitas kepada bentuk westernisasi. 

Peran politik dan kekuasaan memang tidak dapat diabaikan. Artikel ini akan 

mencari jawaban atas beberapa hal. Salah satunya adalah proses modernisasi 

secara ringkas.  Hal ini tentunya disebabkan berbagai faktor kausalitas atau 

sebab akibat yang menyebabkan fenomena modernisasi di masa lalu. Hal ini 

kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana implikasi atau dampak dari 

proses modernisasi itu sendiri.  

 

KERANGKA TEORITIK DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada dasarnya semua bangsa dan masyarakat di dunia ini senatiasa terlibat 

dalam proses modernisasi, meskipun kecepatan dan arah perubahannya 

berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan lainnya. masyarakat yang 
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lain. Proses modernisasi itu sangat luas, dan tidak     bisa dibatasi ruang lingkup 

dan masalahnya. Konsep modernisasi d3alam arti khusus yang disepakati 

teoritisi modernisasi di tahun 1950-an dan tahun 1960-an, didefinisikan dalam 

tiga cara: historis, relatif, dan analisis. Menurut definisi historis, modernisasi 

sama dengan westernisasi atau Amerikanisasi. Modernisasi dilihat sebagai 

gerakan menuju cita-cita masyarakat yang dijadikan model. Menurut 

pengertian relatif, modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk menyamai 

standar yang dianggap moderen baik oleh masyarakat banyak maupun oleh 

penguasa. Definisi analisis berciri lebih khusus dari pada kedua definisi 

sebelumnya yakni melukiskan dimensi masyarakat moderen dengan maksud 

untuk ditanamkan dalam masyarakat tradisional atau masyarakat pra 

moderen.Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah 

perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek 

dalam kehidupan masyarakat.  

 

Modernisasi hampir pada awalnya akan mengakibatkan disorganisasi 

dalam masyarakat. Apalagi modernisasi mulai menyangkut nilai-nilai 

masyarakat dan norma-norma masyarakat. Proses yang begitu cepat serta tidak 

mengenal istirahat hanya dapat menyebabkan disorganisasi yang terus 

menerus, karena masyarakat tidak pernah sempat untuk mengadakan 

reorganisasi. Salah satu faktor psikologi-sosial yang penting bagi modernisasi 

adalah komitmen rakyat atau sekurang-kurangnya keinginan mereka untuk 

menjadi moderen, karena itulah sebagian besar waktu dan tenaga pemimpin 

politik dicurahkan untuk menjamin dan memantapkan komitmen atau 

keinginan rakyat ini. 

Guna mendukung penelitian ini sendiri berbagai referensi 

ilmiah diperlukan.  Beberapa sumber yang diketahui pada umumnya  

masih berupa data-data yang tersebar pada berbagai literatur 

sejaman. Hal ini memungkinkannya untuk digunakan sebagai 

sumber data. Meskipun demikian beberapa tema mengenai 

modernisasi khususnya pada periode kolonial dapat dijadikan acuan 

guna melihat sejauh manakah komparasi modernisasi khususnya 

pada periode kolonial di berbagai daerah Indonesia. 

Salah satu referensi yang dapat digunakan sebagai acuan 

penelitian ini adalah hasil penelitian Prof. Djoko Soekiman yang 

berjudul Kebudayaan Indis; Dari Jaman Kompeni Sampai Revolusi.3 

Karya yang mengulas secara luas mengenai sejarah kebudayaan dan 

mentalitas pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan 

menggambarkan secara general bagaimana perubahan terjadi pada 

prilaku dan nilai-nilai baru di antara masyarakat Indies atau 

 

3 Djoko Soekiman, Kebudayaan Indis; Dari Jaman Kompeni Sampai Revolusi, 

Depok: Komunitas Bambu, 2011. 
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Indonesia. 

 

Karya lainnya yang digunakan sebagai referensi dalam 

penelitian ini adalah kumpulan tulisan karya Howard Dick, et.al. yang 

berjudul Emergence of National Economy, An Economic History of 

Indonesia 1800-2000. 4 Buku ini menjelaskan tentang berbagai hal 

mengenaii bagaimana ekonomi kolonial yang berupaya untuk 

menciptakan suatus sistem ekonomi nasional yang terintegrasi 

sebagaimana sistem ekonomi pada negara barat mempengaruhi 

berbagai sektor konsumsi dan produksi masyarakat. 

 

4 Howard Dick, et.al.Emergence of Nationa Economy; An 

Economic History of Indonesia 1800-2000. Melbourne: ANU, 

2000. 
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Berbagai karya lainnya yang menjadi rujukan pustaka dalam 

penelitian ini adalah referensi sejaman dari periode penelitian. 

Beberapa karya seperti F. S. A. De Clercq, Frans Husken, J.M. 

Baretta, W. Van de Wall, dan G. J. Ellen memberi gambaran 

mengenai perubahan sebagai dampak modernisasi dan westernisasi 

yang terjadi di Karesidenan Ternate. Selain itu karya-karya 

kontemporer yang mengkaji wilayah Maluku Utara seperti karya 

C.F. van Fraassen, Jaap Keppel, Leontine Visser, Dick Teljeur, dan 

Lanny Prabojo memberi informasi mengenai berbagai perubahan di 

Ternate berkenaan dengan modernisasi baik yang bersifat sinkronik 

maupun diakronik. 

 

KONDISI SOSIAL DAN DEMOGRAFIS KARESIDENAN TERNATE 

 Karesiden

an Ternate merupakan suatu ruang yang bersifat politis. Penggunaan istilah karesidenan 

dilekatkan kepada unsur kekuasaan pemerintah kolonial. Pemberian batas-batas ruang 

politik mencakup latar belakang geografis. Wilayah geopolitis Maluku Utara dibentuk 

tahun 1824 melalui pendirian Karesidenan Ternate oleh Gubernur Jenderal Van der 

Capellen. Pada mulanya Maluku Utara merupakan bagian dari Gouvernement Maluku 

yang berpusat di Ambon. Wilayah karesidenan pada masa tersebut terdiri dari tiga 

wilayah kesultanan di Maluku, yaitu Ternate, Tidore dan Bacan yang sejak abad ke-17 

telah menjadi vasal VOC, dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah kolonial pada tahun 

1818.1  

Penghapusan Gouvernement Maluku di tahun 1861 menyebabkan perubahan 

wilayah administratif Maluku Utara. Pemerintah kolonial memisahkan wilayah Manado, 

Kepulauan Sangir-Talaut dan Gorontalo untuk kemudian dibentuk menjadi Karesidenan 

Manado yang berdiri sendiri. Penciutan wilayah Maluku Utara disusul dengan pemisahan 

daerah Kepulauan Banggai dan Tombungku di tahun 1907 yang digabungkan ke dalam 

Gouvernement Celebes en Onderhorigheden, dan seluruh Pulau Nieuw Guinea Barat dan 

pulau-pulau di sekitarnya yang dipisahkan pada tahun 1911 dan kemudian digabungkan 

dalam Karesidenan Ambon.2 

Wilayah-wilayah tersebut dikelompokan menjadi 4 kelompok geografis. Pertama, 

pengelompokan akan digabungkan pada Kelompok Pulau Halmahera dan Morotai 

dengan pulau-pulau di sekelilingnya, yang terdiri Kepulauan Loloda Utara & Selatan 

(barat laut Pulau Halmahera); kelompok pulau-pulau di bagian selatan Halmahera. 

Pengelompokan kedua berkenaan dengan kelompok pulau-pulau di pantai barat 

Halmahera, yang terdiri dari pulau-pulau Mayo, Tifore, Hiri, Ternate, Maitara, Tidore, 

                                                           
1 Francoise Valentijn, Beschryving der Moluccos, Eerste Deel (Dordrecht dan 

Amsterdam: Johannes van Braam en Gerard Onder de Linden, 1724), hlm. 102, 152, 352; 

Leonard Y. Andaya, The World of Maluku, Eastern Indonesia in the Early Modern 

Period, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993), hlm. 177, 190. 

 
2 Valentijn, op.cit., hlm. 21; A. B. Lapian, “Kata pengantar” dalam ANRI, Ternate: MvO 

J. H. Tobias (1857) dan C. Bosscher (1859), (Jakarta:  ANRI, 1980), hlm. 2.  
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Mare, Moti, Makian. Kemudian pengelompokan ketiga berkenaan dengan Kelompok 

Bacan (selatan Halmahera), termasuk di antaranya ialah Kepulauan Bacan, Kepulauan 

Obi, Pulau Manjoli, Pulau Tawale Kecil, Pulau Kasiruta serta Kepulauan Lata-Lata; 

Kelompok Kayoa (barat daya Halmahera), yang di dalamnya terdapat Kepulauan Gura 

Ici, Pulau Kasiruta, dll. Terkahir adalah Kelompok Kepulauan Sulabesi (atau yang 

kemudian hanya dikenal dengan nama Kepulauan Sula), yang terdiri dari pulau-pulau 

Sula, Taliabu, Mangoli, Lifamatula dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya. 

Topografi pulau-pulau itu memiliki banyak keragaman. Pada umumnya 

daratannya merupakan daratan gunung api muda yang masih aktif. Selain itu keadaanya 

sangat bergunung-bergunung sehingga tanah datar yang luas sangat terbatas.3 Iklim di 

Maluku Utara ialah tropis karena letaknya di lintasan garis khatulistiwa. Hal tersebut 

berpengaruh pada temperatur udara yang umumnya tinggi dan teratur (perubahan antara 

titik tertinggi dan terendah tidak berarti).4 

Sebelum membahas permasalahan sosial lebih jauh, terlebih dahulu akan 

dilakukan peninjauan pada kondisi demografis di Maluku Utara. Hal ini sangat berguna 

bagi pengetahuan mengenai jumlah penduduk di Maluku Utara. Untuk mengetahui 

jumlah penduduk di Maluku Utara pada kurun periode 1900-1942 secara tepat tentunya 

tidak mungkin dilakukan. Hal ini dikarenakan sensus penduduk pertama baru dilakukan 

di Pulau Halmahera pada tahun 1915, dan kemudian disusul di Kepulauan Sula tahun 

1917. Keakuratan data yang diperoleh itupun masih jauh dari sempurna karena metode 

pengambilan data hanya didasarkan atas informasi kepala-kepala kampung sehingga 

menyebabkan jumlah penduduk hanya bersifat perkiraan. Mengenai sensus tahun 1915, 

Baretta menyatakan bahwa, “Jumlah warga negara Ternate dan Tidore seluruhnya 

berdasarkan kabar angin. Perkiraannya bahkan tidak memiliki nilai relatif, yang mungkin 

terlalu tinggi atau terlalu rendah atau seluruhnya tak berdasar. Karena pemerintahan 

swapraja (zelfbestuur) telah dijamin melalui kontrak pada para penguasa ini, memperoleh 

angka yang lebih akurat tidak ada gunannya bagi pemerintah kita dan bahkan jika kita 

turut campur. Sebagian  besar kepala distrik dan kampung tidak akan mampu 

mengumpulkan angka yang lebih akurat sesuai keinginan kita.”.5  

Jumlah penduduk di Maluku Utara mengalami peningkatan seiring menguatnya 

peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Hal ini sesuai dengan jumlah 

penduduk Maluku Utara pada tahun 1912 dan 1917 sebagaimana tabel di bawah ini.  

Tabel 2. 2. 

                                                           
3 ANRI, MvO Residen E. Verbeke 1917; “Gegevens betreffende Halmaheira en Morotai” 

dalam Adatrechtbundels XXI, (‘s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1922).  
4 J.M. Baretta, Hlmmahera en Morotai, (Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij, 

1917), hlm. 4; Hubert Th. Th. M. Jacobs, S. J., A Treatise on the Moluccas (c. 1544), 

Probably the Preliminary Version of the Antonio Galvao’s Lost Historia Das Molucas, 

Edited, annotated, and translated into English from the Portuguese manuscript in the 

Archivo General de Indias, Seville by Hubert Th. Th. M. Jacobs, S. J., (Rome & St. Louis: 

Jesuit Historical Institute & St. Louis University, 1971), hlm. 37. 
5 J. M. Baretta, op.cit., hlm. 98; Hal ini juga diakui oleh Hans Gooszen, A Demographic 

History of the Indonesian Archipelago, 1880-1942, (Leiden: KITLV Press, 1999), hlm. 

21. 
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Jumlah Penduduk 1912-19176 

 

Daerah Luas Penduduk Kepadatan 

1912 1917 1912 1917 

 

Maluku Utara dan 

daerah taklukannya 

(kecuali Nieuw 

Guinea) 

 

Halmahera dan Morotai 

 

Nieuw Guinea utara 

 

Buitenbezittingen 

 

48.500 km2 

 

 

 

± 20.000 

km2 

 

± 150.000 

km2 

 

1.376.000 

km2 

 

160.135 

 

 

 

– 

 

± 40.000 

 

11.845.17

9 

 

170.000 

 

 

 

±60.000 

 

± 42.000 

 

12.400.00

0 

 

3,3 

 

 

 

– 

 

– 

 

8,60 

 

3,5 

 

 

 

3 

 

0,3 

 

9 

Sb. Baretta, op.cit., hal. 89. 

Jumlah ini juga sesuai dengan laporan K. A. James pada tahun 1918. James 

memperkirakan bahwa penduduk di Halmahera sekitar 60.000 jiwa, kemudian di Pulau 

Ternate dan Hiri sekitar 13.200 jiwa, Tidore dan kepulauan sekitarnya sekitar 25.800 

jiwa, Kepulauan Bacan dan Obi sekitar 8.500 jiwa, Kepulauan Sula sekitar 15.200 jiwa.  

Penggolongan sosial di Maluku Utara terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

masyarakat pribumi dan masyarakat asing atau pendatang. Tiap-tiap golongan dikenakan 

hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang berbeda. Di satu sisi golongan penduduk 

pribumi dikategorikan sebagai warga kesultanan (zelfsbestuur atau sultan onderdanen) 

dan dikenakan sistem hukum berdasakan kekuasaan kesultanan, di sisi lainnya golongan 

masyarakat pendatang dikategorikan sebagai warga pemerintah (gouvernement 

onderdanen) dan dikenakan sistem hukum berdasarkan hukum kolonial.  

MODERNISASI ELKONOMI DAN POITIK DI KARESIDENAN TERNATE 

Modernisaasi yang terjadi Pemusatan kekuasaan ekonomi dan politik pemerintah 

kolonial ditandai melalui pendirian ruang geopolitik Maluku Utara di tahun 1866 yang 

ditandai melalui Karesidenan Ternate. Periode ini menunjukkan kian besarnya 

keterlibatan pemerintah kolonial dalam proses pengambilalihan kebijakan politik yang 

mempengaruhi kehidupan publik di Maluku Utara. Oleh karena itu hal merupakan 

                                                           
6 MvO K. A. James 1918. 
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tonggak kolonialisme Eropa di wilayah yang termasuk di dalamnya.7 Indikasi tersebut 

telah tampak dari masa sebelum 1866. Kegagalan pemerintahan orang Belanda dalam 

menanggulangi perlawanan Sultan Nuku.  

Pada mulanya ada tiga hal penting yang berpengaruh terhadap kondisi sosial 

ekonomi pada masa pemerintah Hindia Belanda sebelum tahun 1860 yaitu pembukaan 

pelabuhan bebas pada tahun 1842, penghapusan pelayaran hongi pada tahun 1850, dan 

penghapusan perbudakan yang dimulai pada tahun 1860.8 Ketiga kebijakan tersebut 

memiliki faktor penyebab dan dampaknya masing-masing.  

Pada kebijakan pertama yaitu pembukaan pelabuhan bebas, yang setengah hati, 

tampaknya merupakan sebuah upaya untuk menghancurkan jaringan perdagangan lokal 

yang masih eksis dan tidak berada dalam kontrol Belanda.9 Meskipun tujuan utama dari 

usaha ini tidak berhasil, setidaknya hal tersebut mampu menghidupkan geliat 

perdagangan di Maluku terutama pelabuhan Ternate di dalam kontrol pemerintah.  

Kebijakan kedua adalah penghapusan pelayaran Hongi yang berpengaruh 

terhadap hubungan kekuasaan Kesultanan Ternate dan Tidore.10 Ekspedisi ini 

sesungguhnya merupakan ekspedisi penghukuman melalui penyerangan dan perampasan. 

Salah satu hlm penting bahwa seringkali sultan tidak perlu membiayai secara teratur 

pasukan bersenjatanya karena melalui ekspedisi semacam ini para prajurit termotivasi 

untuk melakukan perampokan desa-desa sasaran yang kadangkala membawa keuntungan 

jauh lebih besar daripada upah ataupun biaya yang ditawarkan sultan.11  

Kebijakan terakhir, yang terpenting dan paling berpengaruh terhadap kehidupan 

perekonomian dan politik kesultanan, adalah penghapusan perbudakan. Penghapusan 

perbudakan merubah sistem produksi dan tatanan sosial di dalam institusi dan kehidupan 

sosial kesultanan. Selain itu penghapusan perbudakan juga menutup adanya jaringan 

perdagangan budak yang banyak melibatkan kaum bangsawan dalam penyediaan sumber 

ekonomi mereka.12  

Penutupan akses-akses ekonomi tersebut menyebabkan banyak di antara elit-elit 

politik kehilangan sumber pendapatan dan jatuh miskin. Selain itu untuk bertahan dari 

tekanan ekonomi kolonial, kekuasaan kesultanan beserta institusinya terpaksa hanya 

bergantung pada pemasukan upeti tradisional mereka terutama dari wilayah-wilayah yang 

mudah dijangkau. Kondisi tersebut menimbulkan penindasan dan penyelewengan jabatan 

di setiap penjuru karesidenan sehingga mengakibatkan ketersediaan massa yang dapat 

                                                           
7 KV 1868-9, hlm. 26. 
8 Ibid., 
9 Baretta, op.cit., hlm. 40, 64; De Clercq, op.cit., hlm. 113; ANRI, op.cit., hlm. 180, 186; 

M. Adnan Amal & Irza Arnyta Djafaar, Maluku Utara, Perjalanan Sejarah 1800-1950 

Jilid 2, (Ternate: Universitas Khairun, 2003) hlm. 65; J. Thomas Lindblad, “The outer 

islands in the 19th century: contest for periphery” dalam Horward Dick, et.al., The 

Emergence of A National Economy, An Economic History of Indonesia, 1800-2000, 

(Crows News & Honolulu: Allen&Unwin & University of Hawai’i Press, 2002), hlm. 82. 
10 Ch. F. van Fraassen, “Ternate and its depedencies” dalam L. E. Visser ed., op.cit., hlm. 

30. 
11 Ch. F. van Fraassen, Ternate, op.cit., hlm. 30; ANRI, op.cit., hlm. 178. 
12 Fraassen, Deel I, op.cit., hlm. 249. 
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dengan mudah dimobilisasi untuk sebuah gerakan massa yang bertujuan perubahan di 

paruh terakhir abad ke-18.13 

Pecahnya gerakan perlawanan Dano Hasan yang tidak dapat ditanggulangi oleh 

penguasa lokal sesungguhnya merupakan dampak kegoncangan sosial di Maluku Utara. 

Penindasan gerakan ini oleh pemerintah membawa konsekuensi pada intervensi 

pemerintah yang kian dalam melalui enyeragaman sistem kenegaraan terkait dengan 

wilayah Maluku Utara. Hal ini merupakan hal yang pertama kali terjadi di Maluku Utara. 

 Dampak dari peristiwa Dano Hasan adalah pemberlakuan kontrak politik pada 

tahun 1880 yang menegaskan pengakuan seluruh kesultanan di Maluku Utara atas hak 

pemerintah kolonial untuk mengangkat atau memberhentikan semua bangsawan, pejabat 

dan perwira di dalam institusi Kesultanan. Selain itu diakui pula bahwa pemerintah 

kolonial memiliki hak untuk menggabungkan suatu daerah kesultanan ke dalam daerah 

yang diperintah langsung oleh pemerintah kolonial dalam kurun waktu setiap saat.14 

Kontrak ini dilandasi oleh semangat sebagaimana yang disampaikan oleh Baretta bahwa, 

“Prinsip utama, berdasarkan kontrak dengan raja Ternate dan Tidore adalah adanya 

ketergantungan mutlak kepada Pemerintah Hindia Belanda, disertai dengan campur 

tangan penguasa tertinggi pribumi dalam urusan pemerintahan dalam negeri yang 

seminimal mungkin.”15 

Pemberlakuan kontrak pada tahun 1880 merupakan awal keterlibatan langsung 

pemerintah kolonial dalam seluruh bidang kehidupan di Maluku Utara. Dari sisi ekonomi, 

keterlibatan ini memunculkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berdampak luas pada 

kehidupan sosial di Maluku Utara. Sehubungan dengan pemusatan kekuasaan ekonomi 

kolonial ada empat kebijakan penting berkaitan dengan bidang ekonomi. Keempat 

kebijakan tersebut adalah monetisasi pajak, penghapusan kerja wajib untuk kesultanan, 

pengambilahan pelabuhan Ternate, dan pembentukan kas kesultanan. 

Kebijakan pertama, yaitu monetisasi pajak, merupakan hal terpenting dalam 

pengikisan sumber ekonomi politik kesultanan. Pergantian sistem upeti kepada pajak 

individu dalam bentuk uang dimulai sejak tahun 1880 dan perluasannya kian intensif pada 

tahun 1885. Oleh karena banyak muncul hambatan dalam penerapan penarikan dan 

pemanfaatan pajak, pada tahun 1905 pemerintah membentuk komisi pemerintahan yang 

                                                           
13 KV 1877, hlm. 28 M. Adnan Amal, op.cit., hlm. 65; Daerah Papua, Hlmmahera Tidore (bagian 

timur) atau Gamrange dan Raja Ampat adalah para perompak dan bajak laut yang banyak 

menghasilkan budak.  

 
14 Hal ini juga diiringi dengan pengangkatan beberapa pengangkatan pejabat wilayah 

seperti pengangkat seorang posthouder di Sanana (ibukota distrik dari Kepulauan Sula), 

Tobelo dan Kau yang bertugas bukan hanya sebagai pengawas dari pemerintahan 

pribumi, yang biasanya dipimpin oleh seorang Salahakan atau Sangaji, tetapi seringkali 

sebagai pengambil keputusan atau pemberi perintah terhadap penguasa pribumi. KV 

1883-84, hlm. 20; D. G. Stibbe, Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, (s’ Gravenhage: 

Martinus Nijhoff), hlm. 420. 
 

15 Staatsblad No. 72, th. 1878; Baretta, op.cit., hlm. 46. 
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membawa perluasan pajak secara sistematis dan penghentian segala bentuk upeti terhadap 

kesultanan.16  

Selain monetisasi pajak, kebijakan lainnya yang turut mempengaruhi kondisi 

perekonomian di Maluku Utara adalah penghapusan beberapa kewajiban kerja paksa bagi 

para kawula Sultan.17 Penghapusan yang dilaksanakan pada 1880 ini kian efektif sejak 

tahun 1892 dengan diberlakukannya herendiensten (kerja wajib) bagi kepentingan 

pemerintah. Pada mulanya herendiensten, yang menjadi tanggung jawab dari kawula 

pemerintah yang tinggal di ibukota Ternate dan Labuha, diaplikasikan dalam bentuk 

penjagaan atau kerja gardu untuk keamanan umum. Setiap pekerja diwajibkan 

melakukan penjagaan selama 12 hari per tahun. Akan tetapi dengan menghilangnya kerja 

paksa di kesultanan menyebabkan para warga sultan perlahan-lahan mulai dikenakan 

peraturan kerja wajib untuk pelayanan daerahnya masing-masing. Jenis pekerjan yang 

dikenakan adalah pemeliharaan keamanan desa, jalan dan jembatan.18 

Kebijakan ketiga ialah pengambilalihan hak pengelolaan pelabuhan oleh 

pemerintah kolonial. Kebijakan ini sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1882 melalui 

penghapusan pajak leo-leo di Kesultanan Ternate.19 Sejak tahun 1902, melalui Besluit 

No. 10, tanggal 11 Juli 1902 pengelolaan pelabuhan Ternate sepenuhnya dialihkan 

                                                           
16 Pada saat ini juga daerah Maba dan Weda dipisahkan dari Kesultanan Tidore dan 

membentuk Onderafdeeling Weda, MvO Residen W. G. Roos 1909; KV 1905, hlm. 111; 

KV 1908, hlm. 69. 

 
17 Kondisi ini diuntungkan dengan adanya epidemi cacar pada tahun 1884, yang 

memungkinkan administrasi kolonial dapat menjangkau hingga ke pedalaman. KV 1885-

86, hlm. 26.  
18 MvO W. G. Roos 1909, reel MvO 2e No. 27. Para kawula sultan demi kepentingan 

raja-raja dan para bangsawan melakukan kerja rumah tangga atau pinontol. Apabila 

seorang kawula ingin meninggalkan kewarganegaraannya dan bergabung dengan 

kesultanan lainnya maka ia harus membayar f. 25. Banyak orang Ternate kemudian 

memanfaatkan ini dengan mencari burung di Papua yang kemudian menjadi warga dari 

Tidore karena kerja pelayanan di Kesultanan Tidore jauh lebih ringan. D. G. Stibbe, 

op.cit.,hlm. 421; KV 1893-94, hlm. 28;  

 
19 Pada tahun yang sama dengan penghapusan pajak ini, telah diputuskan suatu kontrak 

antara pemerintah kolonial dengan KPM dan Nederlandsch-Indie 

Stoomvaartmaatschappij bahwa sejak pemberlakuan gouvernementbesluit 21 Aprril 

1882, terutama pada pasal 9 menyatakan bahwa Ternate merupakan daerah terbuka bagi 

pelayaran kapal api. Khusus bagi Nederlandsch-Indie Stoomvaartmaatschappij 

merupakan perusahaan pelayaran yang rute ke Hindia bagian Timur termasuk Ternate. 

Bahkan sejak tahun 1884 subsidi dilipatgandakan karena kerugian yang diderita pada 

jalur ini. T. H. Der Kinderen, “Verslag betreffende de invoering van de nieuwe regelingen 

van het rechtwezen in de gewesten Celebes en onderhoorigheden, Timor, Menado, 

Amboina, en Ternate” dalam KV 1883-84, Bijl. H; “Overzicht betreffende de ten laste 

van Nedelandsch-Indie gesubsidieerde stoompaketvaartdiensten der Nederlandsch-

Indische stoomvaartmaatschappij, op 1 Mei 1883” dalam KV 1883-84, Bijl. R; KV 1884, 

hlm. 23; KV 1884/1885, hlm. 23. 
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kepada pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk memungut bea dan cukai ekspor 

impor serta pajak berlabuh dan uang pelabuhan serta mengelola pelabuhan dan keamanan 

pelabuhan di seluruh wilayah Maluku Utara.20 

Kebijakan terakhir adalah pembentukan dan pemberlakuan kas daerah atau 

kerajaan pada tahun 1908.21 Kas daerah berfungsi untuk memisahkan anggaran 

kesultanan sebagai suatu wilayah administratif dan rumah tangga istana  Pelaksanaan 

kebijakan ini disertai dengan penciutan wilayah administratif kesultanan sehingga hanya 

terbatas pada daerah-daerah sekitar istana yaitu Ternate, Tidore dan Bacan. Anggaran 

daerah lainnya, terutama Halmahera dimasukkan ke dalam kas karesidenan, dimana 

residen merupakan pemegang tanggung jawab atas penggunaan anggaran kas tersebut.22  

Pendapatan kesultanan melalui pemasukan pajak, dll., dimasukkan ke dalam kas 

kerajaan. Hal tersebut berguna untuk mengatur seluruh urusan kenegaraan termasuk 

pendapatan sultan.23 Penyempurnaan pengaturan kas daerah oleh pemerintah kolonial 

terjadi pada tahun 1915 sehingga seluruh keputusan yang berkaitan dengan penggunaan 

kas wilayah ditangani langsung oleh residen, dan sultan tidak memiliki hak untuk 

menggunakan anggaran tanpa persetujuan residen terlebih dahulu. 

Keempat kebijakan di atas merupakan upaya pemerintah kolonial untuk 

menguasai kehidupan ekonomi dan politik di wilayah Maluku Utara. Pada mulanya 

Kesultanan Ternate berupaya menolak setiap perubahan pada kebijakan-kebijakan 

pemerintah kolonial. Hal ini dapat dilihat dari penolakan penghapusan pajak dan kerja 

wajib di Kesultanan Ternate, meskipun tujuan akhir pajak jatuh kepada kesultanan itu 

sendiri. Ada tiga alasan penting mengenai penolakan ini.  

Pertama, adalah turunnya pemasukan kesultanan akibat rendahnya nilai pajak. 

Meskipun sebelumnya upeti in natura lebih didasarkan atas pajak komunal, nilai-nilai 

barang yang disetorkan sebagai pajak memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada hasil 

pajak uang karena tingginya nilai barang-barang upeti sebagai komoditi ekspor atau 

berfungsi secara praktis pada kebutuhan pragmatis kesultanan. Alasan kedua adalah 

ketidakcocokan pajak individu pada kehidupan sosial di Maluku Utara. Penyebaran 

penduduk dalam kelompok-kelompok kecil di seluruh penjuru karesidenan mempersulit 

pengumpulan seluruh pajak. Terakhir, yang terpenting, ialah terancamnya legitimasi 

                                                           
20 KV 1903 hlm. 152; D.G. Stibbe, op.cit., hlm. 420. 
21 Hal ini juga berjalan beriringan dengan apa yang terjadi pada tahun 1903 mengenai 

pembentukan desentralisasi dimana sejak masa ini intensifikasi administrasi 

pemerintahan Hindia Belanda pada pemerintah pribumi semakin kuat. Amy van den 

Bosch, 1941, The Dutch East Indies (Los Angeles: University of California), hlm. 137. 

 
22 KV 1909, hlm. 78. 

 
23 Pendapatan sultan pada kurun periode ini adalah recognitie peningen (uang ganti rugi) 

sebesar f. 12.000 Rds., sebagai ganti rugi dari ekstirpasi rempah-rempah. Selain itu 

adapula subsidi-subsidi bagi kesultanan dan jabatan-jabatan penting yang tetap 

dipertahankan. Ternate: MvO J. H. Tobias dan C. Bosscher, (Jakarta: ANRI, 1980), hlm. 

168. 
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kesultanan karena banyak di antara warganya merasa menjadi warga pemerintah yang 

telah umum dikenal melakukan pembayaran pajak individu dalam bentuk uang.24 

Ketiga alasan tersebut menjadi sebab munculnya rentetan kekacauan. Penentang 

utamanya ialah Kesultanan Ternate. Ia didukung oleh orang Muslim, khususnya yang 

terkait dengan Kesultanan Ternate karena dalam beberapa hal pelayanan dan kedudukan 

istimewa para pemimpin dan masyarakat Islam dihilangkan dan kondisi sosial berubah 

menjadi suatu kondisi yang egaliter.25 Mereka berupaya mengembalikan kondisi seperti 

sediakala. Hal ini tampak pada banyak di antara para aparatur Kesultanan Ternate yang 

masih melakukan pungutan pajak dan hak pelayanan tradisional hingga tahun 1906.26  

Goncangnya tatanan sosial kesultanan berdampak pada kemunculan penyebaran 

dan puritanisasi agama Islam oleh pihak kesultanan dalam rangka menjaga loyalitas 

warganya dan legitimasi kekuasaan sultan sebagai pemimpin umat Islam.27 Kondisi ini 

tentunya membuat pemerintah kolonial gusar karena dengan adanya perluasan agama 

Islam di kalangan orang Alfur, maka kepentingan politik pemerintah akan terganggu. 

Belum lagi usaha zending yang tidak mengalami kemajuan akibat hambatan dari 

pesaingnya di pihak kesultanan yang senantiasa menghalang-halangi mereka.28 

Puncak dari seluruh peristiwa ini adalah pembunuhan Kontrolir Jailolo, Letnan 

Aggerbeek, pada tahun 1914 oleh gerombolan penyerang yang berasal dari Tobelo, dan 

berdampak pada penangkapan dan pembuangan Sultan Usman ke Bandung pada tahun 

1915 karena dianggap memiliki keterlibatan di baliknya. Kekosongan jabatan sultan di 

Kesultanan Ternate mengikuti jejak Kesultanan Tidore yang tidak memiliki sultan sejak 

1905. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah kolonial merupakan satu-satunya 

                                                           
24 De Clercq, op.cit., hlm. 66, 105-6; MvO Residen W. G. Roos 1909, reel MvO 2e No. 

27. 
25 Kondisi ini dapat dilihat pada apa yang terjadi pada orang Kau Islam yang tidak mau 

disetarakan dengan tetangganya orang Kau Alfur dan Tobaru, dan tetangga di sebelah 

utara yaitu orang Tobelo, yang dianggap oleh mereka lebih primitif. Selain itu ada pula 

kasus mengenai tindakan sewenang-wenang seorang sangaji terhadap penduduk Galela 

Alfur pada tahun 1906 menyebabkan penyerangan orang Galela Alfur pada sangaji 

tersebut. Pemerintah kolonial segera mengganti sangaji tersebut dengan tokoh-tokoh adat 

Galela. Hal ini membuat orang Islam Ternate marah karena tradisi kepemimpinan Islam 

telah dilanggar dan penarikan pajak pada Alfur telah dialihkan kepada tokoh dan desa 

Galela Alfur tersebut. De Clercq, op.cit., hlm. 106. 

 
26 Pada beberapa aparat Kesultanan, terutama di daerah, juga terjadi beberapa 

permasalahan dalam hlm loyalitas terhadap Sultan Ternate. Kebebasan ini seperti yang 

ditunjukan oleh Sangaji Makian di Ngofakiaha, yang justru lebih memilih kedekatannya 

denga para kontrolir Belanda daripada kesultanan. ANRI, Missive Kontrolir Makian 

tertanggal 11 Februari 1884, No. 310, 311, Arsip Ternate No. 216. 

 
27 Upaya ini juga didukung oleh para pedagang Arab yang berada di Ternate. KV 1885-

86, hlm. 26. 
28 KV 1883-84, hlm. 19; KV 1884-1885, hlm. 24; KV 1889, hlm. 21. 
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kekuasaan yang eksis karena Kesultanan Bacan, yang masih memiliki sarana kekuasaan 

yang lengkap, bukan merupakan ancaman serius bagi pemerintah.29   

 

KESIMPULAN 

Modernisasi di Maluku Utara merupakan hal yang terbantahkan. Kondisi ini 

merupakan bagian dan fondasi dari berbagai perubahan yang ada. Beberapa bentuk 

modernisasi adalah bidang politik dan ekonomi. Modernisasi di bidang politik mencakup 

bagaimana perubahan sistem politik dari tradisional kepada kolonial, sedangkan 

modernisasi di bidang ekonomi adalah bagaimana perubahan di bidang sosial politik pada 

masyarakat.  

Bentuk modernisasi di bidang ekonomi adalah monetisasi pajak, penghapusan 

kerja wajib untuk kesultanan, pengambilahan pelabuhan Ternate, dan pembentukan kas 

kesultanan. Monetisasi pajak berkenaan dengan bagaimana pemberlakuan uang Belanda 

guna menekankan pentingnya sistem moneter Belanda. 

Hal lainnya adalah penghapusan kerja wajib kesultanan. Hal ini berguna bagi 

pergeseran orientasi politik kepada pemerintah kolonial agar adanya peningkatan 

orientasi keuangan kepada pemerintah kolonial. Selain itu,  penghapusan kerja wajib 

bermanfaat agar terciptanya suatu sistem monopolitik dimana dominasi kolonial akan 

sangat bermanfaat bagi masyarakat.  

Hal berikutnya adalah pembentukan kas kesultanan yang sangat bermanfaat bagi 

pemberlakuan kontrol ekonomi bagi masyarakat. Kondisi ini sangat berpengaruh 

terhadap bagaimana pemerintah kolonial mengatur langsung dalam sistem keuangan 

kesultanan. Hal ini tentunya terjadi pada kondisi keuangan sehari-hari. Hal serupa juga 

terjadi pada pengambilalihan pelabuhan Ternate yang dapat mengakibatkan adanya 

perubahan dalam sistem pemasukan dan keuangan kesultanan. 
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